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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk pada tahun 2024 yang secara
hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024
tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8
November 2024. Kementerian PKP menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Kementerian PKP
melaksanakan salah satu program prioritas ke-13 yaitu menjamin hunian berkualitas
terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang
membutuhkan. Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga)
juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta
rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir, yang kemudian
diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan
berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian PKP menetapkan strategi
pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan
pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan
proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap
perumahan bagi masyarakat.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V sebagai
bagian dari Kementerian PKP dibawah naungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan transparan, instansi
pemerintah termasuk didalamnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera V menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Salah satu bagian dari SAKIP yaitu Rencana Aksi Kinerja. Penyusunan
Rencana Aksi Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam

mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian PKP.
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Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapiran Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Rencana Aksi merupakan rencana awal dalam melakukan kegiatan, sistem
pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi, serta terus mengupayakan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate
sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hal tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dalam rangka mengimplementasikan
Rencana Aksi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi serta
dalam rangka perwujudan good governance melalui media pertanggungjawaban yang

sistematis dan melembaga.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman, BP3KP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penyediaan

perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman,

penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, serta fasilitasi serah
terima aset. Dalam melaksanakan tugas, BP3KP menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman,
pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan;

b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
perumahan;

c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

Rencana Aksi Tahun 2025
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d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan
kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta
pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;

f.  Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;

g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana
dan kerusuhan sosial;

h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

j.  Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;

k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;

I.  Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;

m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem
pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi
dan penyuapan; dan

0. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta

layanan hukum balai.

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera V menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan sebagai berikut:

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V
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Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.

Kepala Balai
Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si.

Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
Etika Rianti Nora, S.T., M.T.

Kasi Pelaksanaan Wilayah I Kasi Pelaksanaan Wilayah II
Tani Frisda, S.T., M.T. Tazil, S.T., M.Si.
| |
Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan
Fungsional Fungsional
I I
Satker PKP Satker PKP Satker PKP

Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025
tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha
Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program
dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber
daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan
koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi
pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi

publik, serta layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I
Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan
koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan
usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman

pasca bencana dan kerusuhan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan,

Rencana Aksi Tahun 2025
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pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan

Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan
koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan,
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai

dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan.

1.4 Isu Strategis

Penyelenggaraan penyediaan perumahan merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks

yang dalam pelaksanaannya akan banyak menemui hambatan dan tantangan. Adapun isu-isu

strategis yang dihadapi Balai di tahun ini, antara lain:

1.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus
mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya;

Minimnya peran Balai sebagai mediator diantara stakeholders untuk melakukan
kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan banyak
berperan dalam verifikasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
Belum tersedianya basis data perumahan komprehensif yang mampu dijadikan acuan
atau pedoman dalam menentukan strategi penyediaan perumahan yang tepat; dan
Belum tersedianya anggaran/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang
menyebabkan terjadinya tumpang tindih bahkan ketidakcocokan dalam pendanaan dalam

pengadaan perumahan.

Rencana Aksi Tahun 2025
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BABII
PENETAPAN KINERJA

2.1 Target Rencana Strategis BP3KP Sumatera V
Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dengan indikator

kinerja SS sebagai berikut:

a.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;

Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung
tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan

Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.

KEMENTERIAN PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN )

Meningkatnya Hunian

ss-1:
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
IKSS-L h T n A rjangkau yang di Si
S ara terpadu
ya hunian layak
Layak Huni

IKSS-3: Perse! gkau, dan berkelanjutan

ase terwujudn:

SP-6:
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian
risiko penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman

PIC: DJTKPR

SP-3:
Meningkatnya Ekosistem
Perumahan dan
Permukiman yang
Mendukung tersedianya
hunian layak
PIC: DJKP

sP-1: SP-2
Meningkatnya
Penanganan

Permukiman Kumuh

PIC: DJKP

Meningkatnya hunian

layak dan terjangkau

di wilayah Perdesaan
PIC: DJPDesa

Meningkatnya hunian

layak dan terjangkau

di wilayah Perkotaan
PIC: DJPKota

Layak di Kawasan
Permukiman

PIC: DJKP

IKP1Y:
Persentase ketersedioan
rumah layak huni (%)

KP4
Persentase Desa yang
memiliki 100% rumah
layak huni (%)

IKP 2.1
Persentase
peningkatan
penanganan
permukiman kumuh
(%)

imohon anggota asosiasi
peioku usana perymahan yang

KP1L2: KP1L3:
dan terjangkou di wilayah dan terjangkau 5 wilayah MES
Perdesaan (%) Perkotaan (%) Persentase capaion
penerapan IKP 3.5:
KP2.2: IKP2.3: i ij tingkat
. dan NSPK tata kelola efisiensi dan
kumuh di wilayah kumuh di wilayoh Perkotoon dan peng ¥ an korupsi
Perdesaan (%) (%) risiko dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan
KP 42 KP43:
Porsentase Desayang Persentase Desayang pevusncon dan perumahan (%)

memiliki 100% Rumah Layak

memiliki 100% Rumah Layak

Huni di
)

Huni di

(%

kawasan {)ermukiman
%

Gambar 2.1 Sasaran Strategis 1 Kementerian PKP
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2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern

Dan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

¢. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

KEMENTERIAN PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN

SP-1:
Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen

Kementerian PKP

PIC: Setjen

IKP:
Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Kementerian PKP (%)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
it

SP-2:
Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen
Inspektorat Jenderal

PIC: Itjen

IKP:
Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Inspektorat Jenderal
(%)

Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman

PIC: DJKP

IKP:

Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman
(%)

S$S-2:

nterian PKP
jawasan Intern

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Perumahan
Perdesaan

PIC: DJPDesa

IKP:

Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Perumahan
Perdesaan (%)

SP-5:
Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal
Perumahan Perkotaan

PIC: DJPKota

IKP:

Tingkat Kualitas
Dukungan
Manajemen Direktorat
Jenderal Perumahan
Perkotaan (%)

Pengowoson Intern Kementerian PKP
a la Kementerian PKP

SP-6:
Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal
TataKelola dan

Pengendalian Risiko

PIC: DJTKPR

IKP:

Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko
(%)

Gambar 2.2 Sasaran Strategis 2 Kementerian PKP

SP-7:
Meningkatnya Kualitas
Pengawasan Intern
Kementerian

Perumahan dan
Kawasan Permukiman

PIC: Itjen

IKPL:

Tingkat Kualitas
Pengawasan Intern
Kementerian PKP (%)

sebagai dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman, berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V melaksanakan sasaran program yang

merupakan penjabaran dari sasaran strategis.

Sebagai bentuk komitmen, sasaran program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dituangkan dalam bentuk

Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal di

Kementerian PKP.

Rencana Aksi Tahun 2025
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1. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yustin Patria Primordia
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Fitrah Nur Yustin Patria Primordia
NIP. 196704191994031003 NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
1 |Tematik y Kawasan P i dan A ili 1 Laporan
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, Kinerja
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 2 [Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan | 5,0y
dalam mendukung penyediaan rumah layak huni Rusun, Peningkatan Kualitas dan P Kumuh
3 Jumlah i Kebij Teknis Peny Klinik 1 Rekomendasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
2 Mcmngl_catnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan 1 |Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 671 Unit
permukiman
Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan ;
31 |pemenien ria Veng teilagani PSU kawasen 1 [Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan 58 Unit
i Permukiman
permukiman
KEGIATAN ANGGARAN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera V Rp470,994,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan Rp1,551,000,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Rp14,892,131,000.00

Rp16,914,125,000.00
Jakarta, Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

/'

FITRAH NUR YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rencana Aksi Tahun 2025
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2. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yustin Patria Primordia
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

~

Imran Yustin Patria Primordia
NIP. 197310261993021001 NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, 1 \;\::xéle:hm];cgmtan Koordinasi Penyelenggaraan Pe: ahan 1 Kegiatan
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 1|

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

dalam pembangunan perumahan perdesaan 2 Pe shat Perdesasn 3 Laporan
g |Menlogatnys kualitastumah layaic huni i wilsyah 1 |Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 1435 Unit
perdesaan
KEGIATAN ANGGARAN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukimean Sumatera V Rp217,536,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan Rp7,944,811,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka
Belitung Rp102,309,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Rp23,293,116,000.00
Rp31,557,772,000.00
Jakarta, 1 Agustus 2025
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA V
IMRAN YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rencana Aksi Tahun 2025
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3. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yustin Patria Primordia
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlkan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 10 Agustus 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sri Haryati Yustin Patria Primordia

NIP. 197107071997032004 NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
: - P Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas 1 Rekomendasi
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, ! |penyelenggaraan Perumahan Perkotaan e
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 1| Samiah LL P ry dan Evaluasi P T
dalam pembangunan perumahan perkotaan o1 e e L 4 Laporan
Perumahan Perkotaan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui 1 Jumlah Rek dasi Kebij Peny ingkatan 1 Rel
2 i kualitas pem perumahan di wilayah Kualitas Perumahan Perkotaan Kebijakan
perkotaan 2 |Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 70 unit
P . 581 Jumlah Rek dasi Kebij y 1 Rekomendasi
3 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan | 1 [pormi 2 = e Eenoas e e e Febliakan

KEGIATAN ANGGARAN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera V

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka
Belitung

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

Rpl,111,463,000.00
Rp860,565,600.00

Rpl1,695,755,000.00
Rp852,653,000.00

Rp4,520,436,600.00

Jakarta, 10 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN SUMATERA V

YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Rencana Aksi Tahun 2025
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4. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

: Yustin Patria Primordia
: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama

iy

Yustin Patria Primordia
NIP. 197206261997032003

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sumatera V

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rp303,466,000.00

Rp303,466,000.00

NO SABARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
o koterbukaan publik Jumlah Kebijakan K Publik, T dan 1 Rekomendasi
1 |penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang A tai it e
efektif dan akuntabel i
i a risiko dan "
2 korupsi p perumahan dan kawasan Jumlah Kebijak: Risiko dan F han Korupsi ;&’.:ﬁ(’:“dm
permukiman J
KEGIATAN ANGGARAN

Jakarta, 1 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA V

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko

Rencana Aksi Tahun 2025
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5. Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yustin Patria Primordia
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Didyk Choiroel Yustin Patria Primordia
NIP. 197104161992011001 NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[Wo] KEGIATAN T INDIKATOR KINERJA [ __TARGET
1 _|Meningkatnya layanan dukungan manajemen 1 |Tingkat layanan dukungan manajemen [ 4 Layanan

KEGIATAN ANGGARAN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera V Rp867,278,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan Rp727,354,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka
Belitung Rp628,439,000.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Rp396,313,000.00

Rp2,619,384,000.00

»

Jakarta, 1 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA V
DIDYK CHOIROEL YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal
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Pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera V Tahun 2025, didukung dengan anggaran sebesar Rp.
53,295,799,600,- untuk program perumahan dan kawasan permukiman dan anggaran
sebesar Rp. 2,619,384,000,- untuk program dukungan manajemen yang tertuang di dalam
DIPA Tahun Anggaran 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera V.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
TAMUNANGGARANZ025 e e NOMOR: DIPA-146.01.1.691300/2025 o s
MOR : SP DIPA- 146.01.1.691300/2025 1A INFORMAS! KINERJA
Revisi ke 02

Tanggal 16 Jui 2025

- DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
Dy RAT TAHUN ANGGARAN 2025
c mlyiereeey o NoMoR : P 3. 60144tz Ll
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.69144472025 1A, NFORMASI KINERJA
Revisi ke 03
Tanggal: 15 Agusivs 2025
B, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
@ e . AN ANGARAN 2025
\ AN ANGOARAR 2028 AT NOMOR : DIPA-146.04.1.691498/2025 L BBLLLL
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.69149872025 1A, NFORMASI KINERJA
" i ke 02
Tanggal 16 001 2025

Gambar 2.8 DIPA Tahun Anggaran BP3KP Sumatera V
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Gambar 2.8 DIPA Tahun Anggaran BP3KP Sumatera V

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Sumatera V, dijelaskan dalam tabel berikut.

Rencana Aksi Tahun 2025
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Tabel 2.1 Rencana Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029

TARGET
TN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/INDIKATOR SATUAN
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
-7 | -2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN STRATEGIS 1:
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman YangEfisien, Layak, dan
Terjangkau, dan Berkelanjutan
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:
1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi
OUTPUT KEGIATAN:
Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan

Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja Laporan 1 1 1 L i 5
Jumlah Laporan TeknisPenyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Laporan 1 1 1 1 1 5
Jumlah Laporan Kegiatan Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Laporan 1 1 1 1 1 5
Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Laporan 1 1 1 1 1 5
Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan PembangunanPerumahan Perkotaan Laporan 1 1 1 1 1 5
Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Laporan 4 4 4 4 4 20
Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Laporan 4 4 4 4 4 20
Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Laporan 4 4 4 4 4 20
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Utilitas Umum
OUTPUT KEGIATAN:
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
lah h t \ , tilit: i K .

Jumla rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Unit 58 61 129 136 143 527

Permukiman

Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan .

P aanal yang pat p gunanp uiiitas umum di Fery Unit - 61 129 136 143 469

Jumlahrumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan )

Pomacqaman yang paLp gunanp fasy e Unit . 61 129 136 143 469
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Kawasan
Permukiman

Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal )

di Kawasan Permukiman Unit - - 88 88 88 264

Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal )

di Perumahan Perkotaan Unit - - 88 88 88 264

Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal )

di Perumahan Perdesaan Unit 3 - 88 88 88 264

Rencana Aksi Tahun 2025
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Lanjutan Tabel 2.1 Rencana Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni
OUTPUT KEGIATAN:
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh Laporan
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas diKawasan Permukiman Unit 1,201 6,612 6,612 6,612 6,612
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas diPerumahan Perkotaan Unit 257 6,564 6,564 6,564 6,564
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas diPerumahan Perdesaan Unit 1,652 6,564 6,564 6,564 6,564
Jumlah rumah khusus yang terbangun
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Kawasan Permukiman Unit - 726 726 726 726 2,904
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perkotaan Unit - 969 969 969 969 3,876
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan Unit - 726 726 726 726 2,904
Jumlah rumah susun yang terbangun
Jumlah rumah susun yang terbangundi Kawasan Permukiman Unit - 44 88 88 88 308
Jumlah rumah susun yang terbangundi Perumahan Perkotaan Unit 44 44 88 88 88 352
Jumlah rumah susun yang terbangundi Perumahan Perdesaan Unit - 44 88 88 88 308
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:
2 Persentase Luas PermukimanKumuh yang Ditangani Secara Terpadu
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh
OUPUT KEGIATAN:
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman Hektar 0 0 0 0 1 2
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:
3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern
KEGIATAN:
OUTPUT KEGIATAN:
Jumlah Laporan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Laporan 2 2 2 2 2 10
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:
1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
OUTPUT KEGIATAN:
Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 4 4 4 4 4 20
Rencana Aksi Tahun 2025
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Target output kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera V Tahun 2025 berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2025, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Target Output Kegiatan BP3KP Sumatera V

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 |Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan 1 Laporan
Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
2 |Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 3 Laporan
Penanganan Kumuh

Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan,
pemrograman, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak

huni - m -
Jumlah Rekomenda;n lKebn]akan Teknis Rakomendest
3 |Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Kebijak
Permukiman =L
2 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di 1 |Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 671 Unit

kawasan permukiman

Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan

3 |dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan 1 ) 58 Unit
permukiman Kawasan Permukiman

DIREKTORAT JENDERAL PEERUMAHAN PERDESAAN

Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan

1 |Perumahan 1 Kegiatan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, P:::es:ai Spae
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan -
. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
I lam pembangunan mahan n
evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaa 2 |penyelenggaraen 3 Laporan

Perumahan Perdesaan

Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah

2 rdesaan 1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 1,435 Unit
| lperdesaan ________________
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
. _;l:ir;\:ﬁsRekomendaﬂ Kebijakan, Strategi dan Program . Rekomendasi
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, Kebijakan

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2 |Penyelenggaraan 4 Laporan
Perumahan Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan

1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan
evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui . Rekomendasi
2 |peningkatan kualitas pemba han di 1 |Peningkatan 1 Kebijak
ae“:'nagha |:<otl;aarl1 S pembangunan perumanan di Kualitas Perumahan Perkotaan e
yah pe 2_|Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 70 Unit
3 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi

|perkotaan Pembangunan Perumahan Perkotaan Kebijakan
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik

1 penyelenggaraan perumahan dan kawasan 1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Rekomendasi
permukiman yang Akuntabilitas Kebijakan
efektif dan akuntabel
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko

) gz:cegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan ) Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan 1 Rekomendasi

Korupsi Kebijakan
kawasan
permukiman
SEKRETARIAT JENDERAL
1 |Meninqkatnva layanan dukungan manajemen | 1 |Tingkat layanan dukungan manajemen 4 Layanan

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.
Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output)

dan hasil (outcome).
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Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase
pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut:

Realisasi

(o)
Rencana 2 00 %

% Pencapaian Target =

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui
perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan
perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera V.

2.2, Target Kinerja Triwulan

Penetapan target kinerja triwulan berfungsi sebagai tolak ukur untuk memantau pencapaian
sasaran strategis secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif
sejak awal tahun. Hal ini dilaksanakan agar target penyerapan anggaran agar tidak terjadi
penumpukan di akhir tahun. Adapun rincian target kinerja triwulan Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera V

TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
W1 W 2 W3 TW 4
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 Tematik Peny ggaraan Kawasan 1 Laporan 25% 50% 75% 100%
B ; Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 |Pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 2 |Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 3 Laporan 25% 50% 75% 100%
:valuas| dalam mendukung penyediaan rumah layak Penanganan Kumuh
un! Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis
3 |Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan !teko!!lendas 25% 50% 75% 100%
Permukiman I Kebljakan
2 [Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di 1 |3umiah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 671 Unit 25% 50% 75% | 100%
|____|kawasan permukiman
Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan ;
3 |dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan 1 Jumiah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan 58 Unit 25% 50% 75% 100%
. Kawasan Permukiman
rmukiman
DIREKTORAT JENDERAL PEERUMAHAN PERDESAAN
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan
. . ; 1 |Perumahan 1 Kegiatan 25% 50% 75% 100%
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, perdesaan
! pemrograman, penganggaran, pemantauan dan Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
evaluasl dalam pembangunan perumahan perdesaan 2 |Penyelenggaraan 3 Laporan 25% 50% 75% 100%
Perumahan Perdesaan
2 Merr;:sga?rtnya kualitas rumah layak huni di wilayah 1 |Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 1,435 Unit 25% 50% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program
) ) ) 1 |Prioritas 1\ [Rekomendas [5550) 50% 75% 100%
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, Penvek P han Perk i Kebijakan
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan enyelenggaraan Perumahan Perkotaan
. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan 2 |Penyelenggaraan 4 Laporan 25% 50% 75% 100%
Perumahan Perkotaan
Meqingkatnya penjyediaan rumah layak huni mela!ui 1 JP::::;k:ban garaan 1 !lekoTendas 25% 50% 75% 100%
2 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di Kualitas Perumahan Perkotaan i Kebijakan
wilayah perkotaan =
2 _|Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 70 Unit 25% 50% 75% 100%
3 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di 1 |Pumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 !ieko.r!\endas 25% 50% 75% 100%
Iperkotaan Pembangunan Perumahan Perkotaan i Kebijakan
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Lanjutan Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera V

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik
1 penyelepggaraan perumahan dan kawasan 1 Jumlah Kgbijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan 1 !lekof\endas 25% 50% 75% 100%
permukiman yang Akuntabilitas i Kebijakan
efektif dan akuntabel
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko
dan . : §
Jumlah K kan M Risik P h: Rek
2 |pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahandan | 2 [Jmah Kebijakan Manajemen Risko dan Pencegahan Rekomendas | 5, | s0% | 75% | 100%
Korupsi i Kebijakan
kawasan
4 Layanan 25% 50% 75% 100%
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BABIII
PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
Tahun 2025 berisi tentang sasaran, strategi pencapaian output dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Kemudian Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman
dalam menyelenggarakan program dan kegiatan guna mencapai target dalam menjalankan tugas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Rencana Aksi ini akan menjadi dasar ukur pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V yang
bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja di

kemudian hari.

Dengan adanya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera V Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat terkendali
serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Data target dan rencana capaian diharapkan dapat
menjadi dasar dalam evaluasi di masa yang akan datang sehingga dapat dilaksanakan perbaikan

dan peningkatan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi yang aktual.
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